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Poin-poin Penting: 

 Pupuk bersubsidi merupakan program pemerintah untuk mempermudah petani 
memperoleh sarana demi kelancaran produksinya. Namun, petani sendiri menjadi 

tergantung dengan skema pupuk bersubsidi yang memiliki berbagai masalah, terutama 

karena rantai nilai dari hulu ke hilir yang terlalu panjang dan rentan dipermainkan oleh 

mafia-mafia pupuk.  

 Petani membutuhkan sebuah skema yang dapat memperkuat kemandirian dan 

kedaulatannya, bukan lagi melalui pupuk bersubsidi atau Food Estate. Sistem pangan 

lokal dan pertanian berkelanjutan dinilai sebagai solusi yang paling tepat, karena dapat 

membebaskan petani dari rantai nilai yang panjang, kerusakan tanah yang berbuah pada 

ketergantungan pupuk lagi, dan cengkraman agribisnis dengan iming-iming solusi.  

Pengantar 

Indonesia merupakan negara yang  memiliki kebijakan subsidi dalam sektor pertanian, termasuk 

di antaranya pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 

2020, pengadaan pupuk bersubsidi diselenggarakan dalam rangka mewujudkan ketahanan 

pangan nasional, sementara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 

menimbang fungsi pupuk untuk meningkatkan produksi. 

Subsidi pupuk telah eksis sejak adanya Revolusi Hijau pada pemerintahan Orde Baru, meskipun 

saat itu tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga untuk 

memodernisasi pertanian (KPK, 2017). Sebelumnya, para petani hanya bergantung pada pupuk 

alami seperti pupuk kandang saja. Kebijakan pupuk bersubsidi masih diselenggarakan hingga 

kini, di mana skema pupuk bersubsidi yang dilaksanakan adalah pemerintah menanggung selisih 

antara harga pokok produksi pupuk dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan 

(FISIPOL UGM, 2020a). Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani membeli pupuk 

bersubsidi sesuai HET yang ditetapkan setiap tahunnya1. Dalam menanggung pembiayaan untuk 

pupuk bersubsidi ini, pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar setiap tahun, untuk 

tahun ini saja sebesar Rp25,27 triliun, meskipun turun 4,3 triliun dari anggaran tahun 20202. 

 

Diagram 1. Anggaran Pupuk dari 2010-2019 (Thomas, 2021)3 



“Dicekoki” pupuk bersubsidi selama kurang lebih 51 tahun4, telah membuat petani mengalami 

ketergantungan terhadap subsidi pupuk. Hal ini berisiko menaruh petani dalam kerentanan 

ketika terjadi disrupsi dalam subsidi pupuk.  

Padahal, banyak permasalahan yang terjadi dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Beberapa kajian 

telah menulis soal permasalahan dalam segala aspek pelaksanaan program pupuk bersubsidi, 

mencakup pendataan, penganggaran, distribusi, dan pengawasan, seperti laporan penelitian 

PATTIRO-USAID (2011), policy brief FISIPOL UGM (2021), dan laporan penelitian dari Koalisi 

Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (2018). Adapun, salah satu permasalahan yang paling 

mengemuka dan diyakini sebagai inti dari permasalahan pupuk adalah rantai nilai yang panjang, 

baik dalam hal pengajuan alokasi pupuk dan distribusi pupuk yang berisiko dipermainkan oleh 

oknum-oknum tertentu, seperti mafia-mafia pupuk.  

Kombinasi dari dua hal ini adalah kelangkaan pupuk subsidi yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan petani. Konsekuensinya, petani harus saling berebut pupuk bersubsidi yang langka, 

dan mereka yang tidak memperolehnya, yang juga tak bisa membeli pupuk non-subsidi karena 

harga yang jauh lebih mahal dari HET, harus menghadapi kegagalan untuk menanam pada waktu 

yang tepat atau menanggung kerugian karena pendapatan dari hasil produksi mereka tak 

menutup biaya produksi yang telah dikeluarkan5.  

Soal pupuk ini telah ramai diperbincangkan sejak Joko Widodo mempersoalkan produktivitas 

hasil pertanian yang berbanding terbalik dengan anggaran subsidi pupuk yang besar6. Banyak 

orang yang mengestimasikan bahwa pupuk bersubsidi akan semakin dikurangi dan bisa saja 

suatu saat dihentikan. Hal ini bukannya tidak mungkin, karena Asian Development Bank (2019) 

pernah meluncurkan suatu penghitungan bahwa penghentian subsidi pupuk dan 

pengalokasiannya ke anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi malah akan membuka 

peluang pada peningkatan produktivitas.  

Patut diakui, bahwa kebijakan pupuk bersubsidi dapat meringankan ongkos produksi petani 

sekaligus melindungi petani ketika mengalami kegagalan panen7, sehingga penghentian subsidi 

dapat memengaruhi petani sebegitu berat. Namun, melihat kasus-kasus kelangkaan pupuk 

semakin santer, kami melihat bahwa urgensi petani untuk berdaulat dan lepas dari 

ketergantungan bantuan yang rentan dipermainkan semakin mendesak. Salah satu solusi ini 

adalah sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan. 

Lantas, bagaimana sistem pangan lokal dan pertanian berkelanjutan akan membuat petani 

mandiri, termasuk lepas dari ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi?  

 

Apa Itu Sistem Pangan Lokal dan Pertanian Berkelanjutan? 

“Sistem pangan lokal” dan “pertanian berkelanjutan” memang merupakan dua istilah yang 

berbeda. Sistem pangan lokal lebih menekankan pada sistem pangan yang terdiri dari proses 

produksi (termasuk rantai pasok produksi untuk benih dan pupuk), pengolahan, distribusi, 

konsumsi, hingga pengelolaan sampah pangan, yang terpusat dalam lingkup dan jarak 

tertentu, misalkan mengacu pada sebuah komunitas atau daerah tertentu (Hendrickson, 2015; 

Community Wealth, 2020). Sistem pangan lokal dengan rantai suplai yang pendek, tidak hanya 

menekankan usaha memperpendek jarak dalam sistem pangan, tetapi juga “memendekkan” 

jumlah institusi yang terlibat (Kneafsey et al., 2013). Sistem pangan lokal idealnya 

memperpendek jarak baik dalam bagian pra-produksi maupun pasca produksi (lihat Diagram 2).  

Sehingga, asumsinya, input diperoleh dari produsen pupuk maupun benih lokal, sementara 



pemrosesan, pengemasan, distribusi, ditanggung oleh aktor-aktor lokal atau bahkan oleh 

produsen dan konsumen itu sendiri.  

 

Diagram 2. Tipikal Rantai Nilai Pertanian Konvensional (Non-Lokal) 
Sumber: Abdulsamad, et al., 2013 

 
Sedangkan, pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan nama pertanian alami atau pertanian 

organik, menekankan pada cara bertanam yang holistik yang mengoptimalkan kesehatan dan 

produktivitas agroekosistem secara alami, tidak menggunakan pupuk, benih, bahan-bahan yang 

diproduksi secara artifisial (misal lewat rekayasa genetika) atau mengandung zat kimia (Batara 

dan Krisnayanti, 2005; dalam Bina Desa, 2016).  Ada beberapa perbedaan signifikan antara 

pertanian alami dan pertanian konvensional (merujuk pada pertanian yang masih memakai 

bahan-bahan kimia sebagai input pertanian), dijelaskan dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Perbedaan Pertanian Alami dan Pertanian Konvensional (Non-Alami) 

Pertanian Konvensional/Non Alami Pertanian Alami 
 
Menggunakan mikroorganisme dari luar 
daerah  

 
Menggunakan mikroorganisme lokal atau 
indigenous microorganisms (IMOs) 

Menggunakan pupuk kimia Menggunakan pupuk alami berupa nutrisi 
sesuai siklus tanaman/pupuk dari ternak 
(pupuk kandang) 

Pengolahan tanah secara mekanik (menggali 
terlalu dalam)  

Menggunakan pembajak alami (seperti 
bakteri aerobik dan anaerobik, jamur, cacing), 
bisa menggunakan green manure dan 
beberapa mengintegrasikan pemberoan  

Teknologinya cukup mahal Menggunakan mikroba, biaya sangat sedikit 
atau tidak perlu biaya 

Tanaman rapat dan monokultur Tanaman jarang dan beragam  

Menggunakan pestisida untuk membunuh 
hama 

Menggunakan input nutrisi untuk menghalau 
hama dari fermentasi buah (FPJ) atau turut 
menanam tanaman-tanaman yang atraktif 
bagi hama tertentu 

Data dari Bina Desa (2016) dengan beberapa perubahan 

Pra-Produksi Produksi Pasca-Produksi 



Meskipun berbeda, ketika dikombinasikan, kedua hal ini sama-sama menekankan pada cara 

alternatif untuk memproduksi suatu pangan yang lebih mandiri dan berdaulat, tidak seperti 

sistem pangan dan pertanian konvensional.  

Idealnya, karena sistem pangan lokal menekankan pada pengaturan ulang sebuah ruang dalam 

keseluruhan sistem pangan (re-spatialization) (Kalfagianni dan Skordili, 2018), termasuk dalam 

hal penyediaan input-input pertanian seperti pupuk dan “pestisida” di bagian hulu, maka pupuk 

dan pestisida pun harus diperoleh, atau bahkan diproduksi, secara lokal.  

Ketika suplai input pertanian secara lokal ini diselaraskan dengan prinsip pertanian alami, maka 

petani tidak lagi memakai logika mencari produksi pupuk kimia yang ada dalam lingkup lokal dari 

pihak lain, atau malah memakai pupuk organik semata—menilik pupuk organik merupakan salah 

satu bagian dari pupuk bersubsidi—tetapi, petani benar-benar memproduksi sendiri pupuknya 

melalui pemakaian bahan-bahan alami seperti pupuk kandang, atau malah menggunakan nutrisi 

dari bahan-bahan yang tersedia dengan bebas atau murah di lingkungan sekitar. Praktik ‘alami’ 

ini juga terwujud dalam penggunaan benih, pengusir hama, dan pengaturan tanaman seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 1. Intinya, petani tidak lagi terjalin dalam skema pasar ataupun pemerintah 

yang kepengaturannya tidak bisa ia kendalikan.  

Dari sini, kita kemudian dapat melihat bagaimana kemandirian petani dapat terwujud dengan 

adanya pertanian yang lokal dan berkelanjutan.  

 

Pertanian Lokal nan Berkelanjutan: Mandiri dari Rantai Nilai yang Panjang 

Pertama, dengan pertanian lokal dan berkelanjutan, petani dapat bebas dari rantai nilai 

penyediaan subsidi pupuk yang kompleks dan panjang. 

Dilansir dari laporan yang disusun oleh KPK yang mengkaji subsidi dalam sektor pertanian, rantai 

penyediaan pupuk terdiri dari alur yang cukup kompleks dengan melibatkan banyak institusi. 

Dalam melaksanakan kebijakan pupuk bersubsidi ini, institusi yang terlibat antara lain ada di 

tingkat pusat, seperti: DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Keuangan, 

Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan; di tingkat daerah, 

seperti: Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan korporasi 

pemerintah seperti PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) serta produsen-produsen 

pupuk subsidi yang berjejaring dengan PIHC (KPK, 2017)8.   

Sementara, dalam penyediaannya, tahapan pengajuan dan penyaluran pupuk juga melalui 

berbagai tahapan dan lini, seperti yang digambarkan pada Diagram 2 (Alur Perencanaan dan 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi) dan Diagram 3 (Lini I hingga Lini IV Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi).  



 

Diagram 3. Alur Perencanaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KPK, 2017) 

 

 

Diagram 4. Lini I hingga IV Penyaluran Pupuk Bersubsidi (KPK, 2017) 

Konsekuensinya? Keterlibatan banyak institusi berpeluang besar pada kasus suap dan korupsi. 

Kita tentunya masih ingat pada tahun 2019 lalu, Komisi IV DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, terjerat 

dalam kasus suap distribusi pupuk yang melibatkan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), 

perusahaan yang menyewakan kapal untuk mendistribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia 

Logistik (Pilog)9. Pada 2019 lalu, terdapat sekitar 782 perusahaan mafia pupuk yang sedang 

menjalani proses hukum10, menunjukkan realitas bahwa ada tangan-tangan licik yang 

mengendalikan suplai pupuk hingga menimbulkan kelangkaan di end user, yakni petani.  

Sementara, rantai yang panjang memiliki konsekuensi terjadinya ketidaksinkronan data 

kebutuhan dan penyaluran, serta penyelewengan dalam distribusi seperti yang 

didokumentasikan PATTIRO (2011), terdiri dari: penimbunan, penjualan pupuk dengan harga di 

atas HET, penjualan di luar wilayah distribusi, pengecer yang tidak resmi, hingga penggantian 



kemasan pupuk bersubsidi menjadi pupuk non-subsidi yang kemudian dijual dengan harga 

pupuk non-subsidi11. Rantai yang panjang juga berimplikasi pada pupuk yang sampai terlambat 

di tangan petani.  

Petani yang menghadapi kelangkaan pupuk, juga harus menghadapi proses yang berbelit-belit 

dalam mengajukan realokasi. Dari Pasal 11 Permentan No. 49/2020, realokasi memang bisa 

dilakukan ketika terjadi kelangkaan atau kelebihan pupuk di satu wilayah.  Namun, pengajuan 

realokasi ini membutuhkan waktu dan masih harus dilakukan lintas-institusi yang berlapis lagi. 

Mekanisme yang diterangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran 

Pupuk Bersubsidi TA 2020 (Revisi), kurang lebih diterangkan dalam diagram di bawah ini: 

 

Diagram 5. Mekanisme Pengajuan Realokasi 

Diagram di atas pun masih diiringi dengan catatan, bahwa kondisi yang memungkinkan adanya 

realokasi adalah kekurangan pupuk yang disebabkan karena tingginya kebutuhan pupuk petani. 

Petunjuk teknis ini belum memberikan skema pengajuan di luar kelangkaan karena faktor lain, 

seperti penyelewengan dalam rantai distribusi tadi.  

Berlawanan dengan rantai nilai penyediaan pupuk yang panjang, telah dikatakan bahwa 

pertanian lokal dan berkelanjutan berarti petani memproduksi pupuk sendiri dengan 

memaksimalkan kekayaan alam di sekitarnya. Ini berarti, untuk memproduksi satu pupuk, 

kemungkinan besar petani hanya akan bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki atau 

menjual bahan-bahan alami tertentu, atau malah tidak sama sekali. Ancaman keterlambatan 

memupuk lahan yang berujung pada kegagalan panen juga bisa ditekan dengan maksimal, karena 

petani sendiri yang mengatur waktu produksi dan kesiapan pupuknya.  

 

Pertanian Lokal nan Berkelanjutan: Mandiri Tanpa Konsekuensi Kerusakan Alam 

Kedua, dengan pertanian lokal dan berkelanjutan, petani dapat menghindari penggunaan input 

pertanian kimiawi yang merusak tanah dan mematikan mikroorganisme penting yang ada di 

dalam tanah, karena nutrisinya pun alami.  

Satuan Kerja Provinsi 
mengajukan permintaan 
tambahan alokasi kepada 

Direktur Jenderal Prasarana 
dan Sarana Pertanian.

Satuan Kerja Provinsi 
melakukan realokasi antar 
Kabupaten/Kota melalui 
Keputusan Kepala Dinas 

Provinsi

Satuan Kerja Provinsi 
melakukan realokasi terhadap 

pengajuan dari kabupaten

Satuan Kerja Kab/Kota dapat 
mengajukan permintaan 
tambahan kepada Satuan 

Kerja Provinsi

Realokasi antar kecamatan 
oleh Kepala Dinas Daerah 

Kabupaten/Kota

Apabila masih 

kekurangan alokasi 

Apabila tidak 

memungkinkan 

melakukan realokasi 



Dikatakan Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), persoalan tidak meningkatnya 

produksi pertanian padahal petani menggunakan jumlah dan volume pupuk yang sama untuk 

satu kali tanam dapat terjadi karena tanah sudah jenuh. Bahan kimia yang terkandung di 

dalamnya telah membuat tanah menjadi tak subur, keras, dan tandus12. Pupuk organik memang 

termasuk dalam skema subsidi, tetapi pengadaannya yang diserahkan ke perusahaan yang 

ditunjuk pemerintah, juga skemanya yang masih berlapis seperti diterangkan subab sebelumnya, 

pupuk organik bersubsidi dari pemerintah bukanlah opsi yang baik.  

Hal ini bagaikan lingkaran setan; kerusakan tanah ini menstimulasi peningkatan kebutuhan 

pupuk oleh petani agar tanamannya dapat tetap bertumbuh, dan semakin rusak lah tanah yang 

petani gunakan. Akibatnya, ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi semakin besar.  

 

Pertanian Lokal nan Berkelanjutan: Mandiri dari Cengkraman Industri dan Agribisnis 

Ketiga, dengan pertanian lokal dan berkelanjutan, petani dapat membangun kesejahteraannya 

sendiri tanpa memerlukan bantuan pemerintah dan korporasi. Telah kita lihat bahwa Presiden 

Joko Widodo mengarahkan bahwa solusi meningkatkan produktivitas bukan lagi ketersediaan 

pupuk, tetapi pembangunan pertanian skala luas dan pemakaian teknologi, yang mengarah pada 

rencana pemerintah membangun Food Estate13.  

Dari pernyataan Joko Widodo, kami melihat bahwa ada indikasi pemerintah akan mencabut 

subsidi pupuk yang memakai anggaran yang besar setiap tahunnya. Hal ini merupakan tindakan 

yang bukannya tidak mungkin untuk dilakukan. Laporan dari Asian Development Bank (ADB) 

mengestimasikan bahwa meskipun penghapusan subsidi pupuk dapat berdampak langsung pada 

penurunan hasil panen sebesar 2,45% pada tahun 2025 yang bertahan hingga 2045, 

penghapusan subsidi dengan investasi kembali dalam penelitian dan pengembangan—utamanya 

dalam teknologi dan irigasi—diproyeksikan akan mengubah situasi perdagangan menjadi lebih 

baik (2020: 75). Masih dari ADB, alasan bahwa sektor pertanian Indonesia tetap tidak efisien dan 

kompetitif disebabkan oleh adanya subsidi pupuk dari pemerintah, yang menghalangi sistem 

harga yang dikendalikan pasar untuk berjalan dengan efisien dalam produksi dan penggunaan 

pupuk (ibid: 73). Analisis dari Asian Development Bank (ADB) ini menjadi menarik ketika 

dibenturkan dengan fakta bahwa pemerintah masih memiliki utang sejumlah Rp 13,8 triliun 

terkait subsidi pupuk, akumulasi dari utang sejak 2017 hingga 30 September 2020 lalu14.  

Kombinasi utang negara yang besar, urgensi mengalihkan anggaran ke riset dan pengembangan 

pertanian yang mendukung penyuksesan pertanian skala besar nan industrial alias food estate, 

dan adanya kemudahan impor sarana produksi pangan, termasuk pupuk, lewat UU Cipta Kerja, 

menyediakan momentum yang pas bagi negara untuk menghentikan subsidi pupuk dan 

menjadikan pupuk sebagai barang yang dijual bebas yang harganya dipengaruhi pasar. Dalam 

logika ekonomi, ada asumsi bahwa ada ‘peluang’ bagi petani untuk mengakses berbagai pilihan 

pupuk yang harganya kompetitif. Namun, ini tidak memperhitungkan bahwa akan ada monopoli, 

oligopoli, dan permainan harga oleh produsen dan distributor yang akan menyebabkan sistem 

pasar tidak berjalan dengan sehat (FISIPOL UGM, 2020). Petani tetap tidak mandiri, tetap berada 

dalam kerentanan, dan perusahaan pupuk yang akan lebih diuntungkan dengan skema ini.  

Bagaimana dengan Food Estate? Food Estate jelas bukan solusi bagi kedaulatan dan 

kesejahteraan, apalagi kemandirian petani. Sarana produksi—termasuk pupuk—memang 

terlihat terjamin (lihat Gambar 1) dengan adanya korporasi petani, tetapi masih ada 

permasalahan di luar persoalan ketersediaan pupuk; ancaman cengkraman korporasi dalam 

skema contract farming15 (lihat Gambar 2) dan rencana mengekspor hasil produksi (Gambar 3).  



   

Gambar 1. Rantai Nilai Produk dalam Skema Korporasi Petani ood Estate 

Sumber: Presentasi Dr. Husnain MP, M. Sc16 

 

Gambar 2. Model Bisnis Korporasi Petani. Sumber: Presentasi Dr. Husnain MP, M. Sc  

 

Gambar 3. Rancangan Operasional Korporasi Petani.  

Sumber: Presentasi Dr. Husnain MP, M. Sc  

 

Kajian FIAN Indonesia terhadap petani nanas dan jagung di Kediri, yang ditulis oleh Laksmi A. 

Savitri dkk (2020) telah menemukan bahwa keikutsertaan petani dalam jaringan pangan global 

bukanlah solusi, malahan akan menaruh mereka dalam kerentanan dan kerugian, ketika rantai 

pangan global tersebut mengalami disrupsi—misalkan ketika pandemi. Yang menyelamatkan 

mereka dari kerugian total malahan keberadaan jalur penjualan hasil panen ke pasar lokal.   



Oleh sebab itu, mendorong kemandirian petani lewat pertanian lokal dan berkelanjutan semakin 

mendesak, apalagi dengan semakin masifnya program pemerintah mengintegrasikan petani 

skala kecil ke dalam skema-skema pertanian berskala besar mengarah pada agro-industri.  

 

Kesimpulan 

Skema Pupuk Bersubsidi menimbulkan kerentanan bagi petani dengan berbagai 

permasalahannya. Petani dituntut untuk mandiri dan berdaulat dengan sistem pertanian lokal 

dan berkelanjutan yang akan membuat mereka terlepas dari ancaman kerentanan, yang muncul 

karena: 

1. Rantai nilai yang panjang, kompleks, dan melibatkan banyak institusi, dalam proses 

pengajuan, penyaluran, dan pendistribusian pupuk. Belum lagi, potensi korupsi, suap, dan 

penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan di tangan petani sebagai end user. 

2. Kerusakan tanah yang membuat petani terus-terusan berada dalam kebutuhan untuk 

menyuburkan tanahnya dengan pupuk kimia dari subsidi pemerintah.  

3. Solusi di luar skema pupuk bersubsidi, seperti pelibatan petani dalam skema agro-

industry seperti Food Estate, atau potensi penjualan pupuk non-subsidi yang harganya 

diserahkan ke sistem pasar.  

Pada akhirnya, pertanian lokal dan berkelanjutan akan meneguhkan kemandirian dan kedaulatan 

petani dari usaha-usaha pemerintah yang seakan ingin menghilangkan petani skala kecil yang 

tidak efisien, yang digantikan dengan industri dan pertanian skala besar. 
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